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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara 

hukum, negara berkewajiban melaksanakan 
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara 
terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem 
hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan 
kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas 
peraturan perundang-undangan yang baik, perlu 
dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara 
dan metode yang pasti, baku, dan standar yang 
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk 
peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
masih terdapat kekurangan dan belum dapat 
menampung perkembangan kebutuhan masyarakat 
mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 
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PRESIDEN
REPUBL]K INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2O11
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dalam mendukung tercapainya arah dan tqiuan
pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk
mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada
di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan
berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan
mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sejak perencanaan, penJ rsunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga
pengundangan dengan menambahkan antara lain
pengaturan mengenai metode omnibus dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta
memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat
yang bermakna;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perrrndang-undangan masih memerlukan
penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan
hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga
perlu diubah;

d. bahwa. . .
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SATINAN

Menimbang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana,

terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar
mencerminkan kedaulatan berada di tangan ralryat dan

menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan
penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga
pemantauan dan peninjauan;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih
terdapat kekurangan dan belum menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
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